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1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik 
dengan spasi rangkap pada kertas A4, dengan panjang 15-20 
halaman dan diserahkan dalam bentuk naskah dengan 
menggunakan pengolah kata MS word (Times New Roman 12); 
2. Naskah ditulis dengan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
EYD dan penulisan ilmiah; 
3. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum 
sebagai hasil penelitian secara normative atau empiris; 
4. Naskah yang merupakan hasil penelitian tesis/disertasi disajikan 
dengan sistematika sebagai berikut: Judul; Nama Pengarang; Abstrak 
(dalam bahasa Inggris berisi tidak lebih dari 200 kata); Kata Kuci 
(maksimum 5 (lima) kata; Pendahuluan (berisi Latar Belakang 
Penelitian dan Identifikasi Masalah); Metode Penelitian; Hasil 
Penelitian dan Pembahasan; Penutup (berisi Kesimpulan dan Saran); 
dan Daftar Pustaka; 
5. Naskah yang merupakan hasil karya ilmiah konseptual disajikan 
dengan sistematika sebagai berikut: Judul; Nama Pengarang; Abstrak 
(dalam bahasa Inggris berisi tidak lebih dari 200 kata); Pendahuluan 
(berisi Latar Belakang Penelitian dan Identifikasi Masalah); Metode 
Penelitian; Pembahasan; Penutup (berisi Kesimpulan dan Saran); dan 
Daftar Pustaka; 
6. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan 
ditulis dengan sistem foot note; 
7. Daftar pustaka diurutkan alfabetis dan kronologis dengan sumber 
terkini, serta disajikan mengikuti tatacara seperti contoh berikut: 
Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporer, Alumni, 
Bandung, 2002 
Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, 
Jakarta, 1994 
8. Melampirkan biodata penulis secukupnya dan fotokopi bukti diri. 
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Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bengkulu 
pada tahun 2008 yang mendaftarkan merek hanya 4 (empat) orang, pada 
tahun 2009 hanya 1 (satu) orang yang mendaftar, pada tahun 2011 tidak ada 
yang mendaftar dan pada tahun 2012 berjumlah 15 (lima belas) orang yang 
mendaftarkan. Adapun permasalahan Apa faktor-faktor penyebab kurangnya 
kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil dalam pendaftaran merek sebagai 
upaya pengembangan industri perikanan di Kota Bengkulu? Dan Apa upaya-
upaya peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil dalam 
pendaftaran merek sebagai upaya pengembangan industri perikanan di Kota 
Bengkulu? Metode pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian di lokasi 
penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu, yaitu di daerah pesisir pantai 
khususnya di daerah Pasar Bengkulu, Pantai Malabro, Berkas. Penentuan 
Informan purposive. Metode Pengumpulan Data meliputi wawancara 
mendalam, Pengumpulan Data Sekunder. Adapun hasil dan pembahasan 
penelitian ini bahwa Faktor-faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum para 
pelaku usaha dalam pendaftaran merek adalah dikarenakan a. Tingkat pelaku 
usaha mikro kecil yang masih kurang mengenai Hak Kekayaan Intelektual; b. 
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak sampai kepada pelaku usaha mikro 
dan kecil. c. Biaya pendaftaran merek yang cukup tinggi. Upaya peningkatan 
kesadaran hukum agar pelaku usaha sadar hukum dalam pendaftaran merek 
dapat dilakukan dengan mengubah pola pikir masyarakat, memberikan 
pelatihan secara insentif kepada pelaku usaha, memberikan pelayanan yang 
efektif 




A.  PENDAHULUAN 
Peningkatan pertumbuhan 
perekonomian suatu wilayah 
dapat dilihat dari berbagai 
potensi yang ada dalam suatu 
wilayah tersebut termasuk 
Propinsi Bengkulu. Propinsi 
Bengkulu salah satu propinsi 




yang terletak di Pulau Sumatera 
pada sebelah Utara berbatasan 
dengan Propinsi Sumatera Barat, 
di sebelah Selatan berbatasan 
dengan Samudra Indonesia dan 
Propinsi Lampung, di sebelah 
Barat berbatasan dengan 
Samudra Indonesia dan di 
sebelah Timur berbatasan 
dengan Propinsi Jambi dan 
Propinsi Sumatera Selatan. 
Dengan dikelilingi oleh propinsi 
lain Propinsi Bengkulu menjadi 
jalur lintas wilayah di Pulau 
Sumatera. Untuk meningkat 
pertumbuhan potensi wilayah 
seperti pariwisata, jasa, 
perhotelan, perdagangan 
seharusnya dapat dikelola 
dengan baik, terutama 
perdagangan. Di dalam 
perkembangan perekonomian, 
konsumen diberikan kemanjaan 
dengan beragamnya variasi 
produk barang dan jasa yang 
dapat dikonsumsi tanpa batas 
artinya konsumen diberikan 
ruang gerak sangat bebas 
dalam setiap transaksi 
perdagangan sehingga barang 
atau jasa yang dipasarkan 
dapat mudah dikonsumsi. Merek 
mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam produk 
barang dan jasa, dikarenakan 
merek sebagai tanda untuk 
dikenal oleh masyarakat atau 
konsumen. Merek yang sudah 
melekat dalam masyarakat 
akan memberikan respons positif 
terhadap produk yang 
dikonsumsi karena akan 
memberikan citra tersendiri bagi 
konsumennya. 
Merek adalah salah satu 
bidang Hak Kekayaan 
Intelektual (intellectual property 
rights) yang menurut Pasal 1 
ayat 1 dalam Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek bahwa merek adalah : 
Tanda yang berupa 
gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, 
susunan warna, atau 
kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut memiliki daya 
pembeda dan digunakan 
dalam kegiatan 
perdagangan barang atau 
jasa. 
 
Dapat dilihat bahwa merek 
merupakan identitas penting 
dari suatu produk barang atau 
jasa bagi produsen agar dikenal 
baik oleh konsumen, sebagai 
salah satu pengembangan 
kegiatan usaha serta 
menjadikan merek sebagai 
strategi dalam berbisnis. Apabila 
Merek tersebut sudah mencapai 
taraf tersebut maka merek 
memiliki ”good will” yang sangat 
tinggi, artinya memiliki nilai 
komersial yang bagus. Di Propinsi 
Bengkulu pengembangan 
usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM) mencapai 




23.8081 yang tersebar 
diberbagai wilayah, termasuk 
                                                          
1    Anonim, 2011, 
http://www.antaranews.com/berita/263461/guber
nur-bengkulu-canangkan-gerakan-
kewirausahaan, diakses pada tanggal 27 Februari 
2012 Pukul 22.00 wib. 
di 
daerah pesisir Kota Bengkulu. 
Akan tetapi, masyarakat 
disekitar wilayah pesisir 
khususnya daerah Pasar 
Bengkulu, dan Pantai Malabro, 
belum banyak yang melakukan 
pendaftaran merek untuk usaha 
mereka yang telah dijalankan 
dan membutuhkan waktu yang 
cukup lama agar masyarakat 
mengetahui produk yang 
mereka gunakan. Di wilayah 
pesisir Kota Bengkulu banyak 
memanfaatkan potensi laut 
untuk diolah sehingga menjadi 
industri rumah tangga seperti 
keripik beledang, ikan salai, 
usaha kepiting sala, usaha 
kerang, usaha ikan kering, budi 
daya rumput laut dan lain 
sebagainya. Usaha-usaha yang 
memanfaatkan kekayaan alam 
laut ini merupakan usaha 
pendamping oleh ibu-ibu 
nelayan di wilayah pesisir Kota 
Bengkulu sembari menunggu 
suami bekerja mengambil ikan 
dilaut. Beraneka ragam usaha ini 
memerlukan identitas suatu 
produk agar dikenal oleh seluruh 
masyarakat sebagai konsumen, 
akan tetapi fenomena yang 
terjadi dalam masyarakat 
banyaknya usaha-usaha yang 
memiliki merek akan tetapi tidak 
dimanfaatkan dengan maksimal 
sebagai pencitraan dalam 
bidang usaha mereka masing-
masing, pembuatan merek 
dagang dengan asal-asalan, 
tidak menarik dan tidak 
menandakan ciri khas usaha 
dagang tersebut. Hal ini akan 
merugikan pihak produsen 
sendiri, masyarakat sebagai 
konsumen tidak akan 
mengetahui dan tidak akan 
tertarik dengan produk barang 
atau jasa tersebut. Adanya 
ketidaksiapan masyarakat 
khususnya para pelaku usaha 
mikro kecil untuk mengetahui arti 
pentingnya merek bagi usaha 
mereka disebabkan berbagai 
alasan dan penyebabnya. 
Berdasarkan latar belakang 
tersebut di atas maka dengan ini 
dapat dirumuskan masalah 
yaitu: 
Apa faktor-faktor penyebab 
kurangnya kesadaran hukum 
pelaku usaha mikro kecil dalam 
pendaftaran merek sebagai 
upaya pengembangan industri 
perikanan di Kota Bengkulu? 
 
 
B. METODE PENELITIAN 
1.  Jenis Penelitian  
Di dalam melakukan 
penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan yang 
bersifat yuridis empiris, yaitu 




memandang hukum bukan 
saja sebagai seperangkat 
kaidah yang normatif atau 
apa yang menjadi teks 
undang-undang (law in the 
books), akan tetapi juga 
melihat bagaimana hukum 
berinteraksi dengan 
masyarakat (law in action). 
Spesifikasi dalam penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif 
analitis yang merupakan 
penelitian untuk 
menggambarkan dan 
menganalisa masalah yang 
ada dan termasuk dalam jenis 
penelitian kepustakaan 
(library research) yang  akan 
disajikan secara deskriptif.  
 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi Penelitian ini 
dilaksanakan di Kota 
Bengkulu, yaitu di daerah 
pesisir pantai khususnya di 
daerah Pasar Bengkulu, 
Pantai Malabro, Berkas. Hal-
hal yang menjadi 
pertimbangan dipilihnya lokasi 
penelitian ini adalah Kota 
Bengkulu salah satu propinsi di 
Indonesia yang ikut 
menyukseskan pariwisata 
Indonesia. Oleh karena itu 
daerah pesisir Kota Bengkulu 
menjadi salah satu objek 
lokasi penelitian, selain itu di 
wilayah pantai ini cukup 
banyak para pelaku usaha 
mikro kecil dan menengah. 
3.  Penentuan Informan 
Dalam penelitian ini 
menggunakan metode 
purposive, yaitu dengan 
menentukan beberapa 
infoman dengan kritera yang 
telah ditentukan terlebih 
dahulu dan dianggap 
mengetahui serta mampu 
memberikan keterangan 
tentang masalah yang diteliti, 
adapun yang menjadi 
informan, yaitu : 1).  
Kementerian Hukum dan HAM 
Propinsi Bengkulu 
2).  Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan 3) pelaku 
usaha mikro kecil di sekitar 
wilayah Pasar Malabro dan 
Pasar Bengkulu dan 
Keluarahan Berkas. 
 
4.  Metode Pengumpulan Data 
Adapun Metode 
pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian 
ini meliputi : 
a.  Wawancara mendalam 
Sumber Data yang yang 
digunakan adalah data 
primer dan sekunder. Data 
primer ialah data yang 
diperoleh langsung dari 
sumber pertama..data 
sekunder ialah data yang 
diperoleh dari sumber 
kepustakaan yang 
mencakup dokumen, buku, 









sekunder, yaitu data yang 
dikumpulkan dengan 
membaca buku-buku, 
literatur, asas-asas hukum, 
pendapat-pendapat ahli 
 
Data primer diperoleh 
melalui penelitian lapangan 
kepada sumber data, 
pilihan terhadap informan 
dilakukan dengan cara 




diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan meliputi 
peraturan perundang-
undangan antara lain dan 
peraturan perundang-
undangan relevan lainnya. 
Penelitian ini sangat 
bertumpu pada sumber 
data primer yang terdiri 
hasil wawancara dengan 
narasumber dan juga 
sumber data sekunder 
yakni peraturan 
perundangan hukum positif 
di Indonesia yaitu Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 
2001 Tentang Merek.  
b. Pengumpulan Data 
Sekunder 
                                                          
2 Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Penelitian 
Hukum,, Jakarta, UI Press, Hal.2 




D.  HASIL PENELITIAN  DAN 
PEMBAHASAN 
Masyarakat Kota Bengkulu 
merupakan masyarakat 
heterogen, di mana selain suku 
asli penduduk Bengkulu 
dicampuri juga dengan 
penduduk pendatang yang 
berasal dari Jawa, Medan, 
Padang, Sulawesi, Lampung, 
Palembang, dan lain 
sebagainya. Dengan adanya 
berbagai suku bangsa yang ada 
di Kota Bengkulu penduduk lokal 
(penduduk asli Bengkulu) harus 
bersaing kepada penduduk 
pendatang yang mereka 
memiliki skill atau kemampuan 
untuk dapat bersaing misalnya 
dalam membuat usaha 
(berdagang). Masyarakat 
Bengkulu menurut peneliti cukup 
dapat bersaing, hal ini tampak 
dari sepanjang wilayah pesisir 
Kota Bengkulu seperti di Tapak 
Paderi, Pasar Bengkulu, Malabro 
dan Kelurahan Berkas. 
Sepanjang jalan ini merupakan 
jalan yang ada ditepi laut. Jalan 
yang berada didekat laut 
merupakan jalan pariwisata 
Kota Bengkulu, hal ini telah 
dicanangkan oleh Gubernur 
terdahulu yakni M. Najamuddin 
bahwa Bengkulu sebagai salah 
satu kota pariwisata di 




Indonesia. Dengan adanya 
yang dicanangkan oleh 
Gubernur Bengkulu dahulu ini 
membuat pariwisata Kota 
Bengkulu menjadi ramai, fasilitas 
sarana dan prasarana mulai 
diperbaiki untuk memberikan 
rasa kenyamanan para 
pengunjung. 
Dengan adanya program 
pemerintah ini disambut oleh 
masyarakat Bengkulu, mereka 
berpatisipasi dalam 
mensukseskan program ini. 
Masyarakat juga untuk 
memenuhi kebutuhan 
memanfaatkan program ini 
dengan menjajakan berbagai 
macam makanan yang dibuat 
sendiri seperti ikan sala’, ikan 
yang telah dikeringkan yang 
dikenal dengan ikan asin, selain 
itu juga menjual berbagai 
macam minuman yang 
memanfaatkan hasil kekayaan 
laut dan yang ada ditepi laut 
seperti kelapa. Memanfaatkan 
hasil kekayaan alam merupakan 
salah satu ide para usaha mikro 
untuk membantu suami mereka 
yang rata-rata bekerja sebagai 
nelayan. Selain untuk 
menambah pemasukan 
keluarga dengan berjualan ini 
para pelaku usaha 
mengungkapkan untuk mengisi 
waktu luang sambil menunggu 
suami pulang bekerja dari 
melaut. Dengan memanfaatkan 
hasil tangkapan suami dari laut 
dan mengoah sendiri bahan 
tersebut untuk menjadi 
makanan yang khas dari Kota 
Bengkulu. 
Menjajakan makanan dari 
hasil buatan tangan sendiri atau 
sering dikenal dengan home 
industri ini merupakan salah satu 
bidang usaha mikro yang cukup 
menjanjikan bagi para pelaku 
usaha. Modal yang mereka miliki 
tidaklah besar utuk omset 
perhari kadang hanya dapat 
Rp. 250.000,- (dua ratus ribu 
rupiah) bahkan kadangkala 
dibawah itu, akan tetapi hal ini 
menurut para pelaku usaha 
mikro sudah cukup untuk 
membantu belanja harian 
dapur. Budaya masyarakat 
Bengkulu yang masih banyak 
berlaku seperti “ikan sejerek 
bereh secupak madar” budaya 
seperti ini membuat masyarakat 
tidak mau berkembang dan 
menyebabkan mereka hanya 
pasrah menerima, sedangkan 
untuk berdagang diperlukan 
semangat wirausaha yang 
pantang menyerah, disiplin, 
tekun, teliti. Harus adanya 
perubahan mengenai prilaku 
yang hanya sekedar mencukupi 
kehidupan untuk hari ini untuk 
besok lusa dan dikemudian hari 
akan dilihat nanti-nantinya. 
Pemikiran seperti ini merupakan 
pemikiran yang sangat kolot 
dan masyarakat yang hanya 
berpikir seperti ini tidak akan 





yang bagus dalam kehidupan 
sehari-hari maupun di dalam 
bermasyarakat.  
Prilaku yang ada didalam 
masyarakat dipengaruhi oleh 
kebiasaan-kebiasaan sehingga 
lama-lama menjadi mengakar 
di dalam masyarakat, kebiasaan 
ini pun sukar untuk dilepas dari 
masyarakat. Kadangkala hal ini 
sangat mempengaruhi ketaatan 
masyarakat dalam mentaati 
hukum, seperti telah 
dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek, di mana para pelaku 
usaha baik juga produsen, 
konsumen memerlukan merek 
sebagai identitas terhadap 
suatu barang, akan tetapi masih 
banyak para pelaku usaha mikro 
kecil tidak mendaftarkan 
mereknya. Walaupun tidak 
adanya kewajiban untuk 
mendaftarkan merek tersebut 
akan tetapi merek memiliki 
fungsi yang sangat penting 
menurut Meydi Wardana bahwa 
fungsi merek bahwa : 
Dapat dilihat dari tiga 
sudut, produsen, 
pedagang, dan 
konsumen. Bagi pihak 
produsen, merek 





pihak pedagang, merek 
digunakan untuk promosi 
barang-barang 
dagangannya guna 
mencari dan meluaskan 




barang yang akan 
dibeli.3
Dengan adanya merek 
maka identitas suatu barang, 
makanan, jasa akan diketahui 
oleh banyak orang sebagai 
konsumen, selain itu dengan 
adanya merek lebih 
memudahkan konsumen untuk 
mengingat makanan, barang 
atau jasa yang memiliki kualitas 
yang baik, dengan dibuatnya 
merek juga pelaku usaha akan 
mendapatkan prioritas oleh 
konsumen, hal inilah pentingnya 
pengetahuan masyarakat 
mengenai merek selain 
menguntungkan dan melindungi 
pelaku usaha akan membuat 
masyarakat khususnya pelaku 
usaha menjadi sadar hukum. 
Banyaknya masyarakat yang 
masih tidak sadar hukum ini 
berakibat terhambatnya 
penegakan hukum dan 
perlindungan yang diberikan 
 
 
                                                          
3 Meydi Wardana, 2009, Perlindungan Merek 
Makanan Khas Bengkulu Di Kota Bengkulu, 
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 
Hal. 12. 




kepada masyarakat itu sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian di 
lapangan masih banyaknya 
pelaku usaha mikro yang tidak 
membuat merek dengan baik 
dan menunjukkan merek 
sebagai ajang promosi 
dagangan yang mereka jual. 
Hal ini dapat dilihat pada 
dagangannya Bapak Ndut yang 
menjual Kelapa Muda, Bapak 
Ndut telah berjualan kurang 
lebih 30 Tahun dagangan yang 
dijual adalah kelapa muda yang 
mempunyai rahasia sendiri 
dalam penyajiannya sehingga 
terasa nikmat dan segar. Es 
kelapa muda Pak Ndut sama 
dengan kelapa-kelapa muda 
yang lain akan tetapi didalam 
penyajian terdapat bumbu 
rahasia dalam gulanya. Bapak 
ndut tidak mempunyai merek 
hanya membuat es kelapa 
muda. Hal ini tidak 
mencerminkan pembuatan 
merek yang baik, karena tidak 
menunjukkan promosi jualan 
yang dibuat. Selain Bapak ndut 
ada beberapa pelaku usaha 
juga seperti penjual sate ceker 
dan es kelapa muda Ibu Yati 
yang diberi nama Pak De’ yang 
merupakan panggilan dari 
ayahnya. Di awal berjualan ini 
dimulai oleh pak de’ kemudian 
diteruskan kepada anaknya Ibu 
Yati, kurang lebih 15 Tahun telah 
melakukan usaha mikro ini dan 
telah memperoleh pelanggan 
selain 2 (dua) orang pelaku ini 
ada juga penjual yang baru 1 
(satu) tahun ini berjualan ikan 
asin atau ikan yang telah 
dikeringkan, dan penjual ikan 
sala’ disepanjang tepi pantai 
Malabro. 
Setiap penjual yang peneliti 
temui sebagai sample penelitian 
ini sebagian tidak 
menggunakan merek sebagai 
identitas mereka dalam 
berwirausaha, para pelaku 
usaha yang menggunakan 
merek pun hanya sekedar 
merek yang memberitahukan 
jualan yang mereka 
perdagangkan. Hal ini membuat 
para konsumen mengetahui 
tempat mereka dengan posisi 
yang sama dan tidak berubah-
ubah. Akan tetapi seperti yang 
dialami oleh ibu nengsih bahwa 
mereka cukup kehilangan 
pelanggan es kelapa muda di 
sepanjang pantai panjang 
selain disebabkan berjamurnya 
penjual es kelapa muda di 
sepanjang jalan pariwisata ini 
dikarena tempat mereka sering 
berpindah-pindah akbibat 
adanya penggusuran oleh 
pemerintah agar terkelolanya 
tempat wisata tersebut. 
Dikarenakan pelanggan tidak 
mengetahui adanya merek 
tersebut Ibu Nengsih merasakan 
cukup banyak pelanggannya 
yang tidak kembali kemari sejak 




adanya pengelolaan tempat 
wisata. 
Dari kasus yang terjadi 
kepada para pelaku usaha 
mikro ini terlihat bahwa merek 
memiliki fungsi yang penting 
dalam melakukan suatu usaha 
salah satunya adalah agar 
mudah diingat oleh konsumen 
yang akan menjadi pelanggan. 
Selain itu dari hasil penelitian ini 
juga menunjukkan bahwa masih 
kurangnya kesadaran para 
pelaku usaha mikro untuk 
membuat merek dengan baik 
karena hanya sebuah papan 
ditulis menggunakan cat 
bertulisan es kelapa muda atau 
ada pelaku usaha yang 
menjajakan hasil dagangannya 
hanya menulis di gerobak es 
mereka dengan menuliskan es 
kelapa muda seperti yang 
dilakukan Bapak Ndut. hal ini 
hanya akan diketahui oleh 
konsumen sebagai tanda 
penjual es kelapa muda 
sedangkan persaingan 
sangatlah ketat karena telah 
tersebar penjual es kelapa 
muda di Kota Bengkulu ini. 
Berdasarkan hasil wawancara 
peneliti kepada pelaku usaha 
mikro kecil ini diketahui bahwa 
para pelaku usaha ini hanya 
melakukan usaha saja tetapi 
strategi pemasaran mereka 
lupakan, hal ini terjadi kepada 
pelaku usaha yang telah 30 
Tahun melakukan usaha dan 
perkembangan usaha ini tidak 
tampak dikarenakan pelaku 
usaha ini tetap menggunakan 
gerobak, tidak terlihat 
penambahan fasilitas dan tidak 
terlihat perubahan. Selain itu 
alasan mereka tidak mempunyai 
gedung atau tempat yang layak 
dikarenakan karena tempat 
yang mereka tumpangi ini lebih 
dekat dengan rumah mereka. 
Merek yang mereka 
gunakanpun hanya sekedarnya 
saja, hal ini diungkapkan bahwa 
usaha mereka lakukan hanyalah 
usaha kecil-kecilan dan mereka 
tidak tidak seperti pengusaha 
yang membutuhkan merek 
apalagi harus mendaftarkan 
merek tersebut yang pasti 
mereka harus mengeluarkan 
dana yang lebih besar lagi. Hal 
ini menjadi salah satu faktor 
penyebab masyarakat atau 
pelaku usaha tidak melakukan 
pendaftaran terhadap merek 
yang menjadi icon usaha 
dagang mereka. 
Pentingnya perlindungan 
hukum terhadap merek yang 
digunakan adalah untuk 
memberikan kepastian hukum 
kepada pelaku usaha, akan 
tetapi masih banyak pelaku 
usaha yang tidak mendaftarkan 
merek mereka. Berdasarkan hasil 
wawancara dan penelitian 
dilapangan dapat diketahui 
bahwa faktor kurangnya 
kesadaran hukum masyarakat 




khususnya pelaku usaha mikro 
kecil ini dikarenakan sebagai 
berikut : 
1.  Tingkat Pengetahuan pelaku 
usaha mikro kecil yang masih 
kurang mengenai Hak 
Kekayaan Intelektual 
Salah satu faktor 
penyebab pelaku usaha tidak 
mendaftarkan mereknya 
dikarenakan masyarakat 
khususnya pelaku usaha tidak 
memiliki pengetahuan 
mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual khususnya 
mengenai merek, yang 
sangat penting sekali untuk 
didaftarkan agar 
mendapatkan perlindungan 
hukum. Dari hasil di lapangan 
diketahui bahwa rata-rata 
pelaku usaha mikro ini 
berpendidikan tidak sampai 
SMU ini tidak mengetahui apa 
itu Hak Kekayaan Intelektual, 
sehingga mengenai 
pentingnya merek bagi usaha 
secara klasik mereka 
menjawab bahwa merek 
bagi usaha adalah sebagai 




ini lama-lama akan 
membudaya dikalangan 
tersebut sehingga menjadi 
kebiasaan. Hal ini seharusnya 
harus diubah dari 
ketidaktahuan maka 
diberitahukan baik dengan 
berbagai cara face to face, 
pelatihan maupun melalui 
sosialisasi diberbagai media.   
2.  Kegiatan sosialisasi yang 
dilakukan tidak sampai 
kepada pelaku usaha mikro 
dan kecil. 
Kementerian Hukum dan 
HAM adalah salah satu 
lembaga negara yang ada di 
tiap propinsi-propinsi di seluruh 
Indonesia termasuk di Propinsi 
Bengkulu. Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM 
di Propinsi Bengkulu berada di 
Jalan P. Natadirja Kota 
Bengkulu. Kanwil 
KemenkumHAM ini 
mempunyai tugas dan fungsi 
salah satunya adalah 
melayani masyarakat 
Bengkulu untuk melakukan 
pendaftaran Hak Kekayaan 
Intelektual baik itu hak cipta, 
paten, merek, desain industri 




sebagai langkah upaya 
mendapatkan perlindungan 
hukum,  mempermudah 
masyarakat dalam urusan 
administrasi yang sementara 
tetap seluruh pusat tersebut 
berada pada DITJEN HKI yang 
berada di Jakarta. Program-
program dari Kementerian 
Hukum dan HAM seperti 




Pelatihan kepada usaha mikro 
dan kecil, program insentif, 
sosialisasi kepada pelaku 
usaha mikro dan kecil, di 
mana tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk 
memberitahukan kepada 
masyarakat yakni termasuk 
para pelaku usaha mikro dan 
kecil mengenai arti penting 
Hak Kekayaan Intelektual. 
Pelatihan-pelatihan yang 
diberikan oleh Kanwil 
KemenkumHAM ini tak jarang 
hanya diikuti oleh beberapa 
pelaku usaha saja sehingga 
materi yang disampaikan 
atau bahan yang dilatih tetap 
tidak masuk tujuannya 
kepada pelaku usaha. Tidak 
terjadinya timbal balik antara 
lembaga dengan pelaku 
usaha merupakan masih 
pekerjaan rumah yang harus 
dicari solusi agar sosialisasi 
dapat tepat guna dan 
sampai dan diterapkan oleh 
pelaku usaha, karena 
sebagian pelaku pun tidak 
mendapatkan informasi dan 
sosialisasi tersebut. 
Berdasarkan hasil di lapangan 
diketahui bahwa untuk para 
pelaku usaha mikro kecil ini 
dengan menjemput bola, 
maksudnya di sini adalah 
bagian pelayanan Hak 
Kekayaan Intelektual 
mendatangi para pelaku 
usaha mikro kecil dan 
membantu para pelaku untuk 
menyiapkan data-data serta 
mendaftarkan para pelaku, 
akan tetapi kendala di sini 
adalah pelaku masih tetap 
tidak mendaftarkan merek 
mereka dengan berbagai 
alasan seperti alasan 
waktunya tidak ada dan sibuk 
mengurusi dagangan mereka. 
Alasan seperti menjadi 
kendala bagi Kementerian 
Hukum dan HAM karena tidak 
ada kerjasama yang baik 
dengan para pelaku usaha.  
3.  Biaya pendaftaran merek 
yang cukup tinggi  
Salah satu faktor 
penyebab pelaku usaha 
mikro kecil kurang sadar 
hukum dengan pendaftaran 
merek adalah dikarenakan 
biaya yang cukup tinggi 
dirasakan oleh pelaku yakni 
hampir kurang lebih Rp. 
600.000,- (Enam ratus ribu 
rupiah) untuk merek yang 
akan didaftarkan, untuk 
perpanjangan merek Rp. 
1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) 
berdasarkan hasil penelitian 
ini peneliti menemukan alasan 
bahwa para pelaku untuk 
mengeluarkan uang untuk 
pendaftaran itu sangatlah sulit 
karena lebih mementingkan 
untuk pengeluaran 
berdagang. Jika dilihat 
program Kementerian Hukum 
dan HAM telah ada program 




insentif yakni program gratis 
pendaftaran yang diadakan 
diseluruh Indonesia ungkap 
Ibu Nelly Sinarti, S.H.,M.H, akan 
tetapi untuk daerah Bengkulu 
tidak banyak memanfaatkan 
program ini, bahkan setelah 
dijemput bola oleh tim 
Kementerian Hukum dan HAM 
para pelaku pun tidak 
memberikan respon yang 
cukup untuk melakukan 
pendaftaran. 
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